
&{enimbang

BUPATI MESUJI

PROViNSI LAMPUNG

Ptri{ATURAN DAERAH I(ABUPATEN MESUJI

NOMOR / rauuN 2024

TENTANG

PE]ITANGGU N G.]AWABAN PELAKSANfu{N

ANGGARAN PENDAPATAN DAI{ BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

:a.bahwauntukmelaksanakanketentuanPasalS2o
ayat iU Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAW

tentangPemerintahanDaerahsebagaimanatelah
diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-
lJndangNomorlTahun2a2stentangPenetapan
PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang
Nomor2Tahtrn2a22tentangCiptaKerjamenjadi
undang-undang Bupati menyarnpaikan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan paling iambat 6 {enam} bulan

setelah tahun anggararl berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud daiam huruf a diatas, perlu menetapkan

Feraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaqja

Daerah Tahun Anggaran 2A23;

: 1. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2AAA tentang

Keuangan Negara {Lembaran Negara Repubiik

Indonesia ?ahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Mer:gingat



Lembaran Negara Repuhrlik Indonesia Nomor azs6l;
2. undang-undang Nomor za rahun 2003 tentang

sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor zB, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);

3. undang-undang Nomor 1 Tahun zao4 tentang
Perbendaharaan l.legara {Lerrrbaran i.iegara Republik
Indonesia Tahun 2oa4 Nomor s rambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3SS);

4. undang-undang Nomor 1s rahun 2oa4 tentang
Pemeriksaan pengelolaan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oo4 Nomor 66 Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a4OOi;

5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2OOg tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a933);

6. Undang-Undang Nomol" 6 Tahun ZOL4 tentang Desa

{Lembaran tiega-ra Repui:iik Ind.onesia Tahun z*r4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54gs) sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2A24 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun ZAL4 tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOZ4

Nomor 77, ?ambahan Lernbaran l{egara Republik
Indonesia Nomor 691a);

7. Undang-Undang Nornor ZA Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZAM Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS8Z)

sebagaimana telah dir.rbah beberapa kali terakhir
dengair Undai:.g-Uird,ang Nom<ir 6 Tahun ZOZT

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4AZJ

Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5856);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah {Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210) Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Nomor 4A2B;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun ZAZ2 tentan.g

FIubur-rgan Keuangan Antara pemerii:tah pusat riarr
Pemerintahan Daerah {Lemtraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o2z Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara. Republik Indonesia Nomor 6Z3TI;

10" Peraturan Pernerintah Nomor s5 Tahun 20os tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah {Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 1gg,

Tami:ahan Lei::rba-ran i{egara ltepubiik indonesia
Nomor 4576lt sebagaimana telah diuhah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun z01o tentang
Perubahan atas Peraturan pemerintah Nornor 56

tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah ((Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tah,n
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Ind"onesia Homor 5iSSi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor s9 Tahun 20or tentang

Pengelolaan Uang NegaralDaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ZAAT Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZ3S);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tal,un 2009 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantual Bencana
(Lembaran Negara Repuiriik Ind,;r:esia Tahuir 2O0g

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSTg|;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 200S tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2O0B Nomor gl, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964)

sebagainiana telah diubah deirgan peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahuin 2AZ2 (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2A22 Nomor LZl,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6793j;

14. Peraturan Pemerintah Nomor s rahun 2009 tentang
ISantuan Keuangan Kepada partai politik {Lernbaran
Negara Republik kidonesia Tahun 2aag N.mor rB,
Tambrahan Lembaran Negara Republik Ind.nesial
Nomor' 4q721 sebagaimana teiah diubah beberapa
kaii., teraki:ir rieirgan Feraturair Ferrie::inirrh iiuriror i.

Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tamhrahan Lembaran Negeira

Republik Indonesia Nomor 6lZT);
15. Feraturan Pemerintah Nr:mor 6g rahun tol0 ter:tang

Tata cara Pen:rberian dan pemanfaatan Insentif
Pemungr.rtan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ilertrbarair i,fugar=a iiepubiik iir,lonesia Tahurr t{iiii
l'tram.r i I q, Tarnbahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5i61];

16" Peraturan Pemerintah No nor z1 Tahun 2010 tenta.ng

standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negari*

Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor l.ZS.

Tambahan Lemtral-an Negara Nr:mor S j.55);

17. Peraturarr Fernerirttai: i{uriror 2 ?a}iun zai2 teirir:ri:g

Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A12 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negeira

Republik trndonesia Nomor S2Z2l;

18. Peraturan Femerintah Nornor 2T Ta]nr-rn 2014 tentang
Pengelolaan Barang h,{ilik Negara/Daerah (Lem}:aran

Negara Repuhriik Indonesia Tahun ZAW Nomor gZ,

Tarrrbai-rar: Lembarair i.{egara Repubiik ir:rl*riesia
Nornor 5533) sebagaimana telalt diuhah dengan

Perilturan Pemerintah Nomor ZB Tahun Z0Z$

(Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 'ZAZ{}

Nomor 142, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

1q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ZAfi tentang
I{ak Keuangan da.ir Aclri:irristratif Finipir:ai: ijan
Anggota DPRD {LemLraran Negara Republik trndoi:lesia

Tahun 2Al7 Nomor 106, Tambahan Lemtraran Nega:-a

Repubiik Indonesia Nermor 6057) sebagaimana telatr:



diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun
2423 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2a23 Nomor 6, ?ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6SaZl;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 201g tentang
standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik indonesia ?ahrrn 2019 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61T3);

2L. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2o1g tentang
Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1g Nomor Z4g, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Ncrnor 62Z9l;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zalg tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZAL7 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322l;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun zaz} tentang
Ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2423 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik indonesia Nomor 6BBii;
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan trresiden

Nomor 12 ?ahum 2A21 pembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2l Nomor 63);

25. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi: 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor V25l;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
ZOLT tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah Sei'ta Pelaksanaar: elan Pertanggungjawaban

Dana Operasional {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2AL7 Nomor fi67|;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor I Tahun 2O1B



tentang Standar Teknis pelayanan Dasar pada
standar Felayanan Minimal Bidang sosial di Daerah
Provinsi dan KabupatenlKota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor g6g);

28. Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan

Rakyat Nomor 29IP.P<T/M/2019 tentang Standar
Teimis standar pelayanan Minimal pekerjaan umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1B Nomor 1g91);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri liiomor 114 Tahun
2018 tentang standar Teknis pelayanan Dasar pad.a

standar Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten lKota Kota (Berita Negara

Republik iirde:nesia Tahun 20iB Nomor 1619i;
30. Peraturan lvlenteri Pendidikan, Kebud"ayaan, Riset d.an

Teknologi Nomor s2 Tahun 2az2 tentang standar
Teknis Pelayanan Minimal pendidikan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun ZA2Z Nomor 6TTl;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tg rahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah {Berita
Negara Republik inrl.onesia Tahuir t01g liomor 1z1s);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7zl rahun
2018 tentang standar Teknis Mutu pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum d"i

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun zALg Nomor 15S);

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun zalq
teirtang standar Teknis Femenuharr ivlutu Felayanan

Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2419 Nomor 68);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

iBerita l.Iegara Repr.ri:iik lrrd,onesia Takrun 2o1g Nomor-

wa7l;

35" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun
2A2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan



Daerah (Berita Negara Repubiik Indcnesia Tahun
2A2A Nomor 17S1);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 rahun
2azl tentang Penerapan standar pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZA21 Nomor

14Le|;

37- Keputusan hilenteri Dalam Negeri Nomor 0so-sggg
Tahun 2A21 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan Dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor gOO.1.1S.S_

1317 Tahun 2A2B;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomoi 6 Tahun
2o2o tenta,g Pembentukan dan susunan perangkat

Daerah Kabupaten Mesuji {Lembaran Daerah
Kabupaten Mesuji Tahun 2OZA Nomor 6);

3q. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor o2 Tahun
2AZl tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan

Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji

ilembarai:r Daerah Kabupaten lvlesuji Tahun Z*Zl
Nomor 2i;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun
2422 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2AZg
(Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun ZAZT

Nomor 3);

41. Feraturan Daerah Kabupaten ivfesuji Nomor 2 Tahun
2423 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupa"ten Mesuji Tahun Anggaran
2023 {Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun
2423 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DE1VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K,qBUPATEN MESUJI

dan

nYf n ^IfUTf\TT IVIIiSU.Ji



Menetapkan

MEh/tUTUSKAN

PtrRATLJRAN DAERAH TENTANG PERTAN(}GUNGJAWABAN

PEL.qKSANA^AN] A]\GGAR.A,I\ PENDAPATAN DA.T\ BELAI]..I,q

DAtrRA}{ TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023.

Pasal 1

{1}" Ferta:rggr-ingjawairan peiaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Reiisasi Anggaran

b. Laporan Perubahan SalCo Anggaran

c" Neraca

d. Laporan Operasional

e. Laporan Arus Kas

f. Laporan Perubahan Ekuitas
g. Catatan atas Laporan Keuangan;

{2}. Laporan keuangar:. sebagain:.ana dirnaksuC paCa a}.at {11

dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan usaha Milik Daerahl perusahaan Daerah.

Fasa-l 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal

1 ayat (1) huruf a untuk rahun Anggaran 2az3 sebagaimana
berikut:

a. Pendapatan

b" Belanja

c. Surplusl defisit

d. Pembiayaan

- Penerimaan

- Pengeluaran

e. Sisa lebih/ kurang pembiayaan

anggaran

Pasai 3

Liraian Laporan l{eaiisasi Anggaran sei:agairnana dimaksud cialarn
pasal 2 sebagai berikut :

{i). selisii: anggaran dengan realisasi pendapatan sejumtra}r

Rp12, I 10.980.79 1, 16 dengan rinciar: setragai berikut:

Rp 84L.62L.359.522,84

Rp 861.104.570.553,89

Rp tL9.483.211"031,05)
Rp 49.3i7.796.983,49

Rp 49.317.796.983,49

Rp 0,O0

Rp 29.834"585.952,44



a. Anggaran pendapatan

t]. RealisasipenCapatan

c. Selisihlebih/{kurang}
(2). Selisih anggaran dengan

853.832.340.314,00

84L.621 .359.522"84

12.210.98O.79l-,1{:

belanja se.jumlah
Rp42.045 .566.V4A,11 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja Rp 903" 1SO. IST "ZgZ,e0
tt. Realisasi belanja Rp g6i.io4.szc.Es3,gg

c. selisih lebih/{kurang} Rp 42.04s.s66.74s,Ll
(3). selisih anggaran dengan realisasi penerirnaan pembiayaan

sejumlah Rp(0,a9) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan Rp 4T.SIT.T96.9gg,00

pemhiayaan

Lr. Realisasi penerimaan Rp 49.SlT.T96.9g},49
pembiayaan

c. Selisih lebihl{kurang) Rp (0,49}

{4}. seiisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp0,0O dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran Rp O,00

pembiayaan

b" Realisasi pengeluaran Rp O,00

pembiayaan

c. Selisih lebihl(kurang) Rp 0,0O

{5}. sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran {sil.pA} sejumlah
Rp29"834.585.952,44

Pasai 4

Laporan Perubahan saldo Anggaran sebagaimana dimaksud, pada
pasatr t huruf b yang berakhir sampai dengan 31 Desernber 2028
sebagai berikut :

(1). selisih saldo Anggaran Lebih Awal dengan penggunaan sAL
dengan rincian sebagai berikut:

a. Saleia Airggaran Lebrih Awai Rp

b. Penggunaan SAL Rp

c. Selisih lebih/(kurang) Rp

{2}. selisih sisa trebih/kurang Pembia-rraan Anggaran (sil-pA}
dengan saldo Anggaran Lebih Akhir dengan rincian seLragai

berikut:

a-. Sisa iebih/kurang Pemh.

Rp

Rp

Rp

realisasi

49.317 .796.983,49

49.3t7.796.993,49

o,oo

Rp 29.834.585.952,44



Anss {SiLPA)

b. Koreksi Kesalahan tahun Rp

sebelumnya

c. Lain- lain Rp

$aldo Anggaran Lebih Akhir Rp

0,00

29.834.585.952,44

870.617.598.A29, i5
875.46L"374.53V,AL

{4.843.77 6.5O7,86}

o0U

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat {1) huruf c per
31 Desember 2A23 antara lain sehagai berikut:

a. Jumlah asset Rp 2.A34.22O.912.9ST ,4A
b. Jumlah kewajiban Rp L4.6ZS.L6L.g4q,yg

c. Jurnlah Ekuitas Rp 2.019.595.Z50.50T,61
d. Jumiah Kewajiban dan Rp 2.AA4.ZZA.gl2.ASV,4A

Ekuitas

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf
d yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2az3 sebagai
berikut :

(U. selisih Pendapatan dengan Beban dengan rincian sebagai

berikut:

a. iumlah Pendapatan-L0 Rp

b. Jumlah Beban Rp

SurpluslDefisit dari Operasi Rp

{2). seiisih surplus/defisit dari Kegiatan Non operasional dengan

Pos Luar Biasa rincian sebagai berikut:
a. Surpius/Defisit sebelum Pas Rp {19.2 t6.ZSZ.Z 16,g6}

Luar Biasa

b. Pos Luar Biasa Rp {461.422.65O,O0i
SurpluslDefisit-Lo Rp (LS.6TT.T05.366,86]

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksr:.d dalam pasal t huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desembar 2oz}
sebagai berikut :

a. Saldo kas awal Januari ZA2A Rp 49.83?.O29.ggS,5Z

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 106.525.511.04g,64



c. Arus kas dari aktivitas
investasi

d. Arus kas dari aktivitas
pembiayaan

e. Arus kas dari aktivitas

transitoris

f" SaitJo kas aki:ir per S i
Desember Tahun 2A23

{126.O58 .722.O79,69]'

0,OO

t370.947.281,52)

29.982.87 i.573,00

Rp

Rp

Rp

r\p

Pasal I
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana ciimaksud pada pasal 1

huruf f yang berakhir sampai d.engan 81 Desember 2023 sebagai

berikut :

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/Defisit - LO

c. Dampak Kumulatif perubahan

KebijakanlKesalahan

Mendasar

d. Koreksi Nilai Persediaan

e. Seiisih Revaluasi Aset Tetap

f. Lain-lain

g. Ekuitas Akhir

Pasal 9

catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal t huruf g tahun anggaran zozs mernuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

Lampiran i
Lampiran I.1

Rp

Rp

Rp

2.412.43A.284.972,8A

(L3.677 .705.355,86)

2A.843.L7A.9A1,67

Rp 196.453.547,0A

Rp 18"918.8O8.000,00

Rp 1.727.909.354,67

Rp 2.019.595.75O.5O7,61

Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas ;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;



Lampiran I.2

Lampiran I"3

Lampiran I.4

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Larnpirair \i
Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Larnpirar: XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Ringkasan APBD yang dikiasifikasi
menurut kelornpok dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan, sub kegiatan, keiompok,dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapituiasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan perubahan saldo allggaran lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitutrasi piutang daerah;

Daflar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tefiaglh;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana berguiir;

Daftar penyertaan modal {investasi}
pemerintah daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangarr aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewqjiban jangka panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun anggaran

2A23 dan diar.ggarkan kembaii d.a1am

tahun anggaran berikutnya; dan

Ikhtisar laporan keuangan bad"an usaha

milik daerahlperusahaan daerah terdiri

Lampiran XX



tr,ampirarr XX.1

atas;

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan

usaha milik daerahlperusahaan daerah

ikhtisar laporan keuangan (laporan

labalrugi) badan usaha rnitik

Caera h I perusahaan daerah

Larnpiran XX.2

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahr.rn za}s sebagai

rincian lebih lanjut dari Pertanggunglawaban Pelaksanaan AptsD.

Pasai 12

Peraturan Daerah iiri rnuiai berlaku pacia tanggal diunrSangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarj,

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemharan
Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji

pada tanggal ( drurr 2A24

rJ. BUPATT

FEBRIZAL SUKMAIYA

Diundangkan di Mesuji

pacla tanggal $ 6uri 2A24

StrKT'RTARIS DAERAH KABUPATEN MtrSU.]I.

SYA&TSUDIN

LEMI3AI{AN DAERAH K.,1.BUPATL]N MESUJI TAHUN 2A24 NOh{OR

NOh,TOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

PROVINSI LAhtIPUNG : 01/ tS0g/MSJ IZAZ4

t''
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